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ABSTRAK

Sairah. 14.2100.024. Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah Dan Perceraian
Di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama).
(Dibimbing oleh Sudirman. L dan Hj. Rusdaya Basri).

Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas penggabungan perkara itsbat
nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali,yang menggabungkan dua unsur
yang berbeda yaitu perkara voluntair dan perkara kontentius. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui proses pengajuan dan efektivitas penggabungan perkara itsbat
nikah dan perceraian serta mengetahui pertimbangan -hukum hakim dalam mengambil
putusan penggabunganperkara yang dilaksanakandi Pengadilan Agama Polewali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah efektivitas penggabungan perkara itsbat
nikah dan"perceraian di Pengadilan,Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di
Pengadilan Agama.Sumber data primer ialah para hakim di PA Polewali dan
sekunder dengan tehnik observast, interview, dan dokumentasi. Adapun jenis analisis
datanya menggunakan analisis induktif'dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Proses pengajuan penggabungan
perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali ialah pihak yang
berperkara datang ke Pengadilan dengan membawa surat gugatan yang didalamnya
sudah tertera isi gugatan penggabungan perkara dan selanjutnya dilanjutkan ke meja |
untuk menyerahkan surat gugatan lalu ke kasir untuk penandatanganan SKUM dan
pihak berperkara ke bank untuk penyetoran panjar biaya kemudian ke meja 11 untuk
mendaftar atau mencatat surat_gugatan serta_memberi nomor register pada surat
gugatan.(2) Efektivitas pelaksanaan penggabungan gugatan terhadap putusan perkara
yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali berjalan cukup efektif dalam tahap
pelaksanaannya sesuai denganSyarat-Syarat yang ditetapkan untuk memfungsikan
asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara. (3)
Pertimbangan hukum yang.ada dalamsputusanspenggabungan perkara. Yang dijadikan
landasan hakim dalam membuat putusan mengacu. berdasarkan ketentuan pasal 49
huruf (a8) UU No. 50 Tahun 2009 tentang/Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan
ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) PERMA No. 3 Tahun 1975 Pengadilan
Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah
dalam rangka penyelesaian perceraian.

Kata kunci :Penggabungan perkara, Itshat nikah dan Perceraian, Hakim
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
AT‘k alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
<« ba B Be
o ta T Te
< sa 8 es (dengan titik di atas)
d jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha
2 dal D De
2 zal Z zet (dengan titik di atas)
J ra R Er
B zai 4 Zet
o sin S Es
U syin Sy es dan ye
) sad S es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
BEY za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ apostrof terbalik
d gain G Ge
s fa F Ef
a3 qaf Q Qi
4 kaf K Ka
J lam L El
o mim M Em
O nun N En
3 wau W We
-2 ha H Ha
¢ hamzah ’ apostrof
< ya Y Ye

XVi



Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Atab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai betikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
§ fathah a a
o ) kasrah i i
oka ¥ ungan antara
) dammah u u &
harakat dan h UT, (TAISIITCI aSIITy d UCTUPa AU UITZdall ITUL UL, yartu.
Tanda Nama Huruf Latin Nama
& fathah dan ya’ ai adani
> fathah dan wau au adanu
Cont
C‘.:.‘S . kaifa
d}& . haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa hugufdamgtanday yait us

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
¢ .|V ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
¢ dammah dan wau u u dan garis di atas
R rama

Jaé . gila

XVii



“w o 8~ —
S yamutu

4. Ta’ marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan fa’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang b

ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sand kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransli

yang dalam sistem tu ockan dengan

sebuah alam transliterasi ini 1 perulangan

huruf (K diberi tanda syaddah.
. najjaina
. al-haqq
: nu‘ima
. ‘aduwwun

huruf kasrah

uf & ber-B)A RI«E BAEE didahul

f;!b : “Ali (bukan ‘Aliyy ata
in0e : “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (alif
lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata

xviii
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-).
Contoh:
: " /\/ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
& :\J;B“ . al-zalzalah (az-zalz.
& AN of fafsatan
S arbitad
7. Hamzah

(’) hanya berlaku bagi
etak di awal

ia

istilah atau

atau kalimat

onesia, atau

sering ¢ i ' : i i dalam dunia
entu, tidak laidltuhs urut cara transliterasi s. Misalnya,

(dari a]-a H&MR Enaqasyah. , bila kata-

kata ter us ditransli-

Fi Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

XiX
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Contoh:
A 3 dimutian 4% bl
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada /afz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [#]. Contoh:
AW 3235 A 2N hum £ rahmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan

| huruf kapital (AZ// Caps), dalam
transliterasinya huruf-h tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan aan Bahasa In

untuk menuliskan hur ama diri (orang, tempat,

bulan) dahului oleh
kata sa awal nama
diri ter al kalimat,
maka sandang tersebut me apital (Al-).
Ketent berlaku untuk huruf ij erensi yang
didahul al-, baik ketika ia di upun dalam
catatan K, dan DR). Contoh:
illa rasul
i ‘a linnasi lallazi bi
ali
inminaBAREPARE
0 i) dan Abu
(bapak g ir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)

XX
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Saw.

sallallahu ‘alaihi wa sallam
‘alaihi al-salam

Hijrah

Masehi

Sebelum Masehi

PAREPARE

XXi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan manusia telah mempunyai hubungan dengan manusia lain

dalam suatu kelompok yang dikena an masyarakat. Manusia adalah makhluk

Allah yang paling mulia, sen a telah dilantik sebagai khalifah

di muka bumi seja jadiannya. Alla an manusia laki-laki dan
perempuan supaya manusia hi berpasang-pasange mbangun rumah tangga
yang kokoh
dan tak ; : kawinan.!

hubungan hukum yang
n seorang wanita yan Syarat-syarat
ktu yang selama mung
1974 perkawinan adalah kata batin antara
isteri dengan membentuk

dasarkan Ket Yang Maha

eluarga yang a dan kekal,

p dan tidak

, perkawinan

adalah pernikahan, yaitu akad yang ‘sangat kuat atau mitsagan golidan untuk

'Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. 1V; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 2.

?Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.
61.
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menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah
sebagai suatu keluarga.®

Allah swt telah menciptakan lelaki dan perempuan secara berpasang-pasangan

sehingga mereka dapat berhubunga ma lain yang dipersatukan dalam sebuah

ikatan perkawinan. Allah berf

tu benar-benar terdap kaum yang

u kawin, baru dikat um apabila

gama dan tata cara pen Jiatur dalam

pasal 2 ut berfungsi
secara memenuhi
Syariat i i enuhi kedua
aturan t
saja, m 3 suami istri
maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada negara.

Hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi di

*Budi Durachman, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum
Perwakafan) (Cet. Il; Bandung: Fokusmedia, 2007), h.7.

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002), h.
572.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



dalam administrasi negara. Akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang
terjadi selama dalam perkawinan bagi negara dianggap tidak pernah ada.
Masalah pencatatan nikah, menempati terdepan dalam pemikiran figh modern,

mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan

yang berhubungan dengan soal-soa ng seperti asal-usul anak, kewarisan dan

nafkah. Timbulnya penertib dalam kaitan ini telah membawa
kemudahan pencatatan ‘ ) berkaitan dengan barang-

perusahaan. Tidak ada kemuskile i seseorang untuk
si-transaksi

m anak dan

kah

yang be enga rmohonan itsbat nikah

antum dalam pasal 7 ay:

i, anak-anak

kah k yang berkepentingan d >

acara di peradila 989 tentang
006 tentang
kehakiman,
L bagi setiap
orang I menyelesaikan persoalan yang be alah perdata
sebagainya.®

Perkara perceraian dapat digabungkan'sekaligus dengan pengesahan perkawinan,

>Budi Durachman, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum
Perwakafan), h. 8.

®Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta, 1998), h. 20.
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sesuai dengan Pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU
No.1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan
segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan pelaksanaan

UU Perkawinan. Selain kedua ini terdapat pengaturan lain yang

dikhususkan bagi orang yang ang terdapat dalam KHI dan UU
No. 7 Tahun 1989.

tsbat nikah dengan kumulasi perceraian dikenal istilah

kan menjadi satu. Pad gatan yang

atan yang berdiri sendi gatan hanya

batas tertentu. Hukum ecara umum

m HIR, R.Bg., begitu juga secara tegas

alah UU No.

itshat nikah
raian  dapat

nyata-nyata

Penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan Agama
Polewali tepatnya di daerah jalan Budi Utomo No.23, Polewali Sulawesi Barat
banyak sekali pengajuan itsbat nikah. Termasuk salah satunya pengajuan itshat nikah

dengan maksud bercerai dari pasangan mereka dalam berumah tangga. Yang mana
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pernikahan yang dilakukan sebelumnya tidak tercatat secara resmi dalam administrasi
negara oleh karena itu perkara ini harus terlebih dahulu dilakukan itsbat nikah dan
kemudian melakukan perceraian. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri

yang mana tiap-tiap gugatan diajukan dalam surat gugatan secarah terpisah, diperiksa

dan diputus secara terpisah juga. Nan alam Pengadilan Agama Polewali perkara

yang seperti ini dapat dilak Kara. Seperti yang diatur dalam

KHI dan pasal 86 U ahun 1989 tenta abungan perkara dan demi

asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
ya terdapat

perceraian

di Pengadi
1.2 Ru Masalah

rkan uraian

dalah bagpﬁ n!)pApRaEtsbat nika
)

, maka pok salah dalam

erceraian di

ut:

perceraian  di
Pengadilan Agama Polewali Mandar?

1.2.2 Bagaimana efektivitas penggabungan perkara itshat nikah dan perceraian di

Pengadilan Agama Polewali Mandar?
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1.2.3 Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan di
Pengadilan Agama tentang penggabungan perkara itsbat nikah dan
perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ada
1.3.1 Untuk mengetahui g a_itshat nikah dan perceraian di
Pengadilan Age

1.3.2 Untuk mengetahui  efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan

1.3.3 | putusan di
perceraian

1.4 Ma

ingin diperoleh dari pe

14.1 ritis

1.4.1. pengetahuan
nikahan siri

1.4.1.2 : i iki ilan Agama

erta berguna

1.4.2 Manfaaat secara praktis
1.4.2.1 Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang itsbat nikah

bersama perkara perceraian
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1.4.2.2 Sebagai bahan dan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi
di masyarakat terhadap fenomena tersebut khususnya di Pengadilan
Agama Polewali. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran dan

memberi pengertian pada masyarakat tentang masalah itsbat nikah dengan

penggabungan percerai

13l

PAREPARE
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Kajian yang terkait dengan penelitian yang dahulu oleh penulis adalah:

Penelitian yang dilakukan ole a Retno Andriani dengan judul penelitian

“Kumulasi Gugatan Dalam lenurut Hukum Indonesia (Studi

Komparatif Antara

elaksanakan

sih- memiliki

. Sedangkan pada Per dibenarkan
n pada perkara percera Pemerintah
No. 9 engatur mengenai adan . Alasannya

ersebut berdiri sendiri dan seperti harta

ian sudah leh putusan
perceraian ¢ “ibu” yang
ulu berbeda
dengan 3 emfokuskan

a perceraian

menurut hukum Indonesia (studi komparatif antara ketentuan yang berlaku pada

"Elyana Retno Andriani, Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum
Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan Yang Berlaku Pada Peradilan Agama Dan Peradilan
Negeri), (Skripsi Sarjana: Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2014), http://repository.ar-
raniry.ac.id/393/1/RIDHA.pdf, (diakses pada tanggal 28 Maret 2018)
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Peradilan Agama dan Peradilan Negeri). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan
oleh penulis itu sendiri lebih memfokuskan pada putusan hakim terhadap efektivitas
penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian.

Selanjutnya adalah Pandi Pangalila Siregar, dengan judul penelitian
“Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Gugatan Pembagian Harta
Bersama Yang Disertai Permohonan Sita Jaminan Di Pegadilan Agama Kota
Bengkulu”® Dari hasil Penelitian dapat diketahui bahwa, pemeriksaan gugatan
perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan pembagian harta bersama dilakukan
dengan cara terlebih dahulu diperiksa gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup
untuk umum sampai dengan selesal, baru kemudian diperiksa dalil-dalil gugatan
pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum sampai selesai dan
berakhir dengan satu putusan yang mengakhiri kedua sengketa tersebut. Sedangkan
pemeriksaan atas permohonan sita jaminan diperiksa dalm dua cara yaitu, diperiksa
sebelum ditetapkan hari sidang pokok perkara secara insidentil. Di dalam
pemeriksaan terhadap gugatan perceraian.yang dikumulasikan dengan harta bersama
yang disertal permohonan sita jaminan ditemukan hambatan-hambatan yaitu, sidang
pemeriksaannya memakan waktu lama, dan juru sita sering mengalami kesulitan
dalam pemeriksaan harta-bersama’'apabila*harta bersama tersebut termasuk barang
tidak bergerak. Penelitian kedua yang menjadi perbedaannya, peneliti terdahulu lebih
memfokuskan penelitiannya terhadap pefaksanaan kumulast gugatan perceraian

dengan gugatan pembagian harta bersama yang disertai permohonan sita jaminan.

®pandi Pangalila Siregar, Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Gugatan
Pembagian Harta Bersama Yang Disertai Permohonan Sita Jaminan Di Pegadilan Agama Kota
Bengkulu, (Skripsi Sarjana: Bengkulu, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2007), http://repository.ar-
raniry.ac.id/393/1/RIDHA.pdf, (diakses pada tanggal 28 Maret 2018)
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Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis itu sendiri lebih
memfokuskan pada putusan hakim terhadap efektivitas penggabungan perkara itsbat
nikah dan perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Widyagung Prabandari, dengan judul

penelitian “Perlindungan Hukum ap Istri Atas Masalah Harta Yang Di

Persengketakan Dalam Gug Dalam Perkara Perceraian (Studi
Di Pengadilan Agam ))”. Dari hasi dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat

apat memutuskan ber 2hingga istri

nya atas harta bersama 1 yag timbul

waktu penyelesaiann rut, praktik

mpunyai prosedur yang ber dan tata cara

idak diatur s

ehingga berb dengan visi

hana, cepat d

terdahulu le

p istri atapﬂn! P* Rsketakan 0 ugatan harta

litiannya ter Perlindungan
hukum

bersams

penulis adap efektivitas

penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian.

°Evi Widyagung Prabandari, Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Masalah Harta Yang
Di Persengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan
Agama Semarang), (Skripsi Sarjana; Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009), (diakses pada
tanggal 28 Maret 2018)

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



11

Ketiga hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya saling memiliki
keterkaitan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis yang membahas
tentang kumulasi. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya vyaitu peneliti lebih memfokuskan pada putusan hakim terhadap

efektivitas penggabungan perkara i h dan perceraian di Pengadilan Agama

Polewali. Sehingga peneliti empunyai sudut pandang yang

gi (bahasa)

ta efektif yang berarti akibat dan

rti berusaha untuk dap yang telah

butuhan yang diperluk jJan rencana,

data, sarana, maupun wa aha melalui

tu baik secar k untuk me hasil yang

t Soerjono S i tivitas huku efektif atau

hukum diPthrEEPﬁaRrEitu:

yang berlaku

umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian,

pepartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT
Gramedia, 2008), h. 352.

Ygperjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.
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maka UU dalam material mencakup: pertama, peraturan pusat yang berlaku untuk
semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di
sebagian wilayah negara dan peraturan. Kedua, peraturan setempat yang hanya

berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya UU erdapat beberapa asas yang tujuannya

adalah agar UU tersebut n ng positif. Artinya, supaya UU

tersebut mencapai tuj

sekali, yang

ak hukum akan dibat yang secara

m bidang penegakan hu a mencakup
law enf i juga peace maintena Japat diduga
mencakup mereka yan dang-bidang
aksaan, kepo

sosiologis, mempunyai

tus) dan pera psisi tertentu

tur kemapnan EPNIREQI sedan g saja atau
rendah. : sinya adalah
hak-ha Kewajiban tadi
merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan
tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan
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kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat di jabarkan kedalam
unsur-unsur sebagai berikut:
2.2.1.2.1 Peranan yang ideal (ideal role)

2.2.1.2.2 Peranan yang seharusnya (expected role)

2.2.1.2.3 Peranan yang dianggap ole endiri (perceived role)

Peranan yang seb

ranan yang

ilitas yang mendukung

atau fasilitas tertentu, penegakan

hukum engan lancar. Sarana a antara lain
yang berpendidikan dan i yang baik,

memadai, k hal-hal itu

tidak t i, maka mustahil juannya. Di
dalam p raan mengen ka, telah disi perihal hasil
pernah ManPAbnEda proses g dan kasasi

i la diperoleh

proses banding
dan kasasi tersebut.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan
karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk

mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Permintaan akan udang,
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misalnya, juga besar dan kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut juga
terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan
tetapi, mereka tidak harus antri untuk membeli udang. Oleh karena waktu untuk

menyelesaikan perkara tidak dicatu oleh harga sedangkan udang dicatu harganya.

Suatu cara sistematik yang dike ada pencari keadilan untuk melakukan

pembayaran sesuai dengan k a diselenggarakan dengan cepat,

akan mempunyai efe

sarana ¢ ' diancamkan
sebut dapat
kutkan terhadap pelang sial, maupun
an karena pernah mela ngulanginya
harapkan bahwa kejaha semaksimal

perlaku atau

bagian ini,

akat mengenai
hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal
ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu UU, penegak hukum,

dan sarana dan fasilitas.
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Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat
tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang
diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

2.2.1.4.1 Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan

2.2.1.4.2 Hukum diartikan sebagai akni sistem ajaran tentang kenyataan

2.2.1.4.3 Hukum diartik idah, yakni patokan perilaku

2.2.1.4.4 sebagai tata hukum (ya positif tertulis)

, terdapat

ikan dan bahkan

gan petugas (dalam h um sebagai
nya adalah bahwa ba senantiasa
ku penegak hukum ters pendapatnya

ari hukum sebagai struktur

ebudayaan, g didasarkan
al

masyarakat
salah sistem
ebagai suatu
akup struktur,
substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem

tersebut, yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

2Detik Hukum “Teori Efektivitas Hukum Menurut Soejono Soekanto” Blog Detik Hukum
http://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto
(diakses pada tanggal 09 Februari 2018)

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE


http://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto

16

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya,
dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya
maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun

pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai

yang mendasari hukum yang berlak nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi

abstrak mengenai apa yang.c 3. dianuti) dan apa yang dianggap
buruk (sehingga dihi merupakan pasangan nilai-
nilai yang an dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah
yang ak ’ kebudayaan
ini.
erperan dalam hukum,
an nilai ketenteraman
ebendaan dan nilai roha
gan/konservatisme dan nila i me.*?

membicarak ivi am masyarak nesia berarti
daya kerja h atur atau memaksa masyarakat

rti mengkaji ukum yang

2.2.2.1.1 Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan
pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang

telah ditetapkan.

330erjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 8.
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2.2.2.1.2 Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif.
Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun
tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu

berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

2.2.2.1.3 Kaidah hukum berlaku ilosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum
sebagai nilai posi

Kalau dikaji se ungsi maka setiap kaidah

hukum harus mement pab apabila kaidah hukum

kaidah mati

dan kal < i , kaidah itu

emungkinan

ta apabila hanya berla
hukum yang dicita-cita ).
ampak betapa rumitnya

idah hukum atau peraturan

at dikembali yaitu satu, K

endiri. Ked menegakkan atau

a, sarana at

idah hUkPkn)EmEat yang ¢

apkan akan mendukung

rkena ruang

2.2.2.1 Defenisi Putusan
Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca UU No. 7 Tahun

1989 yang di perbaharui UU No. 3 Tahun 2006 terakhir diperbaharui dengan UU No.

¥7zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h. 94.
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50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada
melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus

menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan

keadilan. Sehubungan dengan ha dalam setiap putusan yang hendak

dijatuhkan oleh hakim dal: nyelesaikan suatu perkara, perlu
diperhatikan tiga keadilan (gerechtigheit),
kemanfaatan (zwachmatigheit), dan kepastian (rechtsecherheit). iga hal ini harus
aktik sangat

enimbulkan

dalam kehidupan mas i pencari
endapat yang mendef

berikut:

2.2.2.1.

Kedua definisi tersebut dapat ‘dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan

akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam

5 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi |
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 291.

®sydikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty,
1998), h. 10.
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menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antar pihak-pihak yang berperkara
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*’
Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap

perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara perdata, hakim bersifat

pasif, dalam arti kata bahwa ruan tau luas pokok sengketa yang diajukan

kepada hakim untuk diperi ntukan oleh para pihak yang

berperkara dan buka . Akan tetapl, us aktif membantu kedua

belah pihak dalam ebenaran dari peristi menjadi sengketa

kebenaran dari pengak sarkan pada

t-alat bukti sebagaima ukum acara

alam memeriksa dan men uatu 1 merupakan

hormati oleh pihak tanpa

kecuali, i at menginte akim dalam
menjala menjatuhka san, harus
mempe i yang sedang
dipeeri ku, sampai
kepentinga ak korban ma KE anya serta mempe angkan pula rasa

keadilan masyarakat.

"Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi, Edisi |
(Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.

Bsudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, h. 12.
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Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri,
jujurkah ia dalam mengambil putusan ini atau sudah tepatkah putusan yang
diambilnya itu akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini

atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi

para pihak dalam perkara atau bagi akat pada umunya. Menurut Mackenzie,

ada beberapa teori atau pe lipergunakan oleh hakim dalam

a, yaitu sebagai berikut:

oleh UU dan
yaitu antara

lain sep : angan yang berkaitan masyarakat,

kepentingan korban, at penggugat

dan pih . keseimbangan dalam pe lilihat dalam
al 16 / pasal 283 Rbg/ pasal a, mengatur

pembuktian dimana piha menyatakan

ak tertentu a perbuatan menguatkan

haknya g lain, maka o rsebut harus

e e R e R

[

diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan

hukuman yang wajar bagi setiap pelaku perkara perdata, hakim akan melihat keadaan

Y Admin “Teori Penjatuhan Putusan” Blog admin http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-

penjatuhan-putusan.html?m=0 (diakses pada tanggal 17 April 2018)
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pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Pendekatan seni dipergunakan
oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi
dari pada pengetahuan dari hakim.

2.2.2.1.3 Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang erupakan hal yang dapat membantunya

dalam mengahadapi perka inya sehari-hari, karena dengan

pengalaman yang dihg SE i getahui bagaimana dampak

stematik dan penuh i snya dalam

tusan terdahulu dalam j sistensi dari

i rati dendi

ini  didasar i dasar yang

erkara yang

gkan segala asp ka dengan po

kemudian

perkara MSHIEIP kﬂ Ear huku

ndang-undan ang relevan

penjatuhan

jelas untuk

20

2.2.2.1.6 Teori kebijaksanaan
Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan

oarng tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan

2Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), h. 102.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



22

melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga,
masyarakat dan bangsanya.
2.2.2.2 Proses Pengambilan Putusan

2.2.2.2.1 Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim anakan secara rahasia, maksudnya apa

yang dihasilkan dalam rapa hanya diketahui oleh anggota

Majelis Hakim yang a perkara tersebt putusan diucapkan dalam

. Tujuan diadakannya musyawarah Majelis Hakim ini

adalah g diadili itu

dapat d ukum yang

memberikan

im memimpin rapat

icara kepada anggot is i nior untuk

pen ya, kemudian baru hakim nior akhir Ketua

itu sendiri. Majelis Hak punyai hak

am hal: (1) ukum yang

pihak ya dengan , membenark: terjadinya
diajukan Fﬂtn EMi“lEristiwa h ang diajukan
S mnya atau

Permusyawaratan ini, yang dibenarkan untuk mengikuti permusyawaratan

ialah Majelis Hakim dan Anggota Majelis sedangkan Panitera yang ikut sidang tidak

2Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk
hubungan hukum mana dan hukum apa (adanya hubungan hukum)
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dibenarkan untuk mengikuti rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia tersebut.
Ketentuan ini adalah sejalan dengan apa yang tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UU
No. 14 Tahun 1974 diperbaharui oleh UU No. 35 Tahun 1999 dan terakhir

diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. ikian, harus diingat bahwa fungsi
panitera/panitera pengganti jelis Hakim sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 1 . tang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan hun 1989 yang terakhir
diubah menyatakan
bahwa ti, bertugas

nya sidang

n Hukum
ngadili suatu perkara ya Janya harus

gan jelas ten : ara tersebut.

terjadi itu.?

22Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. IV;
Jakarta: Kencana, 2006), h. 278.
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Usaha menemukan suatu hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa
dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) Kitab perundang-
undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama

sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonansi adat bagi hukum yang tidak

tertulis, (3) Sumber Yurisprudensi catatan hakim sama sekali tidak boleh

terikat dengan putusan-p isan-tulisan ilmiah para pakar

hukum. Hakim men um melalui ber sebagaimana tersebut

diatas. Jika tidak an dalam sumber-su maka ia harus

jenis-jenisnya sebagai
siran Substansif
bstansif adalah metode aki menerapkan
sus in konkreto dengan belu asu penggunaan

lebih rumit, n silogisme.

Metode Penafsira

engetahui ng belum jel ditafsirkan

aikannya Pnun}E PASREari.
i

enghubungkannya
dengan peraturan hukum atau UU lain atau dengan keseluruh sistem hukum. Dalam
metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak berdiri

sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.

2Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 279.
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2.2.2.2.2.1.4 Metode Penafsiran Historis
Penafsiran ini didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam
praktik peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut

sejarah lahirnya UU (wetshistorisch) dimana hakim mencari maksud dari

perundangan-undangan itu dan pe menurut sejarah hukum (rechtshistorisch)

dimana metode ini ingin eks seluruh ajaran hukum. Tidak

cukup dilihat dari seja a saja, melainka s diteliti lebih jauh proses

enafsirka i i ntukan UU,
titik be juan UU itu dibuat, bu atanya saja.
usang, disesuaikan pe kondisi dan

situasi S

2.2.2.2. afsiran Komperatif

an UU deng berbagai sis

Metode Penafsira

an untuk me tentuan UU

ngan melpn E PNRE dengan

ara ruang ling
itu diba tolak pada
artinya
Metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang

diberikan oleh penafsiran gramatikal.
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2.2.2.2.2.1.9 Metode Konstruksi
Mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan
ketidakpastian dari UU sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang

diadilinya.

Para hakim dalam melaku uksi untuk menemukan hukum, harus

mengetahui tiga syarat utam 2mua bidang hukum positif yang

bersangkutan, (2) tic ada pertentanga idalamnya, (3) konstruksi

kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan

beraturan itu

ri isi gugatan

2.2.2.3. S rima (Niet Onvankelijk rt (N.

pen yang diajukan oleh penggu k da rima, karena

ng dibenark apun alasan diterimanya

gat ada beberapa sebagai berikut:

Gugatan tid ajukan oleh

penggugaFA RJIEM(RIEnya diads n saja), juga

. Gugatan v

melekat pada diri penggugat. Tidak semua orang yang mempunyai

kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan

2*Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. IV;
Jakarta: Kencana, 2006), h. 282.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 299.
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itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada
hubungan langsung harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang
atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan

gugatan.

2.2.2.3.1.1.3 Dalam hal terjadi e ang dibenarkan oleh hakim, maka hakim

selalu menjat gugatan penggugat tidak dapat

menerima guge

2.2.2.3.1.1.4 0L dak ada eksepsi, maka he arena jabatannya dapat

i.
diterima dapat dijatuhk ban, kecuali
rstek yang gugatannya t i san dan atau

sehingga dapat dijatuhka

tidak dapat

puh semua
tahap pemeriksaan dimana ternyata 'dalil-dalil gugatan tidak terbukti dalam

persidangan.?®

**Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), h. 118.
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Memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu
memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat
diperiksa dan diadili.

2.2.2.3.1.3 putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak

ftidak menerima selebih

Putusan ini merupa dalam kasus ini, dalil gugat ada

yang terbukti dan ada dak terbukti ata emenuhi syarat sehingga:

abulkan gugatan pengg

n apabila syarat-syarat dan seluruh

mendukung petitum t dan untuk

gugatan. Sat

beberapa dal diantara dalil-dali an itu sudah

dibuktikan,

telah cukup

gugat yang

Putusan declaratoir adalah tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru,

melainkan hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata.

Z"Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah, h. 120.
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Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris
yang sah.
2.2.2.3.2.2 Putusan Constitusif

Putusan constitusif adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan

hukum atau menimbulkan suatu ke m yang baru. Misalnya putusan tentang
perceraian, putusan yang
2.2.2.3.2.3 Putusan C
enghukum atau dengan
gugat untuk
r kepadanya

ai pembayaran utangny

hkan untuk memahami judul yang

diangka . perl ya untuk mengemukakan ian d

tas merupakalalﬂncapal tujua sasaran yang

lam seﬂ? ﬁanaE Plln Eebut jug

| penelitian

ini seba

23.1

Penggabungan perkara atau kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering)

adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau

%83arwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 212.
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beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Penggabungan gugatan yang dimaksud
disini adalah penggabungan itshat nikah dan perceraian.?®
2.3.3 Itsbat nikah

Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri yang sud anakan sesuai dengan ketentuan agama

Islam yaitu sudah terpenuhi ikah. Tetapi pernikahannya yang

terjadi pada masa lamg atau tidak dic e pejabat yang berwenang,
pat Kantor Urusan Agama
(KUA)
234

tusnya perkawinan an i de steri karena

tidak te eruk am rumah tangga atau s

atau s N se belumnya diupayakan melibatkan
a bel ak. Perceraian hanya dap kuka pan sidang
ama, setelah i but berusaha dak berhasil

edua belah pihak.?

lan Agama

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 102.

%0Admin “Pengertian Itsbat Nikah” Blog admin https://www.Suduthukum.Com/2016/02/
pengertian-itsbat-nikah.html?m=1 (diakses pada tanggal 21 Mei 2018)

$IMoh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, h. 152.
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penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan
perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syariah.

2.3.6 Analisis

Analisis adalah aktivitas yan nuat sejumlah kegiatan seperti mengurai,

membedakan, memilah ses n dan dikelompokkan kembali

menurut Kriteria terte dicari kaitan afsirkan maknanya. Dalam

pengertian yang lain, analis erhadap peristiwa, uraian,
di bagian.*

S juga dapat

an memecahkan atau materi atau

en-komponen yang le ebih mudah

hakim adal g diambil o jelis Hakim

yang d ewenang un i enyelesaikan atau akhiri suatu

a pihak-piha

PAREPARE

iucapkan da ang terbuka

$2Kartoredjo, Kamus Baru Kontemporer (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.
20.

**Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi,h. 85.
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2.4 Bagan Kerangka Pikir

Penggabungan Perkara Itsbat
Nikah Dan Perceraian

l

Proses Pengajuan Efektivitas Penggabungan
Itsbat Nikah dan Perkara Itsbat Nikah Dan
Perceraian Pergeraian

v

Pertimbangan
Hukum Hakim

. N 4
Teori Penjatuhan Putusan Teori Efektivitas Hukum

PAREPARE
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BAB 11
METODE PENELITIAN
Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan

sumber data yang digunakan, teknik mpulan data, teknik analisis data®. Untuk

mengetahui metode peneliti aka diuraikan sebagai berikut.

3.1 Jenis Penelitian

tian ini adalah peneliti itatif,
psi kualitatif, yaitu pr
dari subjek yang dia

aran umum tentang objek

adalah Empiris
3.2 Lo Waktu Pe
3.21 Penelitian

*Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi
(Parepare:STAIN Parepare,2013),h.34.

33

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



34

3.2.2 Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan
lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfo efektivitas penggabungan perkara itsbat

nikah dan perceraian di P i (Analisis Putusan Hakim No.
409/Pdt.G/2017/PA.P
3.4 Jenis dan Sum

primer dan

data yang diperoleh p ertama, dari

diolah dan diuraikan enelitian ini

er adalah data yang di | interview

pengamatan mentasi. Su data primer
a Polewali

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung
serta melalui media perantara yang berkaitan dengan objek peneliti. Dalam hal ini

data sekunder diperoleh dari:

*>Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.
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3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, Skripsi)
3.4.2.2 Internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis online)
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama peneli lah mendapatkan data-data konkretyang

ada hubungannya dengan Adapun teknik yang digunakan
dalam mengumpulka
3.5.1 Observasi

a, sistematis

menge ini penulis
mengg partisipasi yaitu penuli i at dan hanya
sebagai i n.** Dalam peneltian in an observasi
non pa ud hanya mengamati p nggabungan
perkara i erceraian di Pengadilan Ag jutnya akan
dicatat (
3.5.2

data melalui iew tentang
berbag Pengadilan
Agama iti, sehingga
data v yang menjadi

instrument adalah berupa pedoman wawancara, dimana peneliti menyiapkan beberapa

poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang

**Sugiyono, Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 2008),
h. 204.
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keberhasilan penelitian ini. Salah satu aspek wawancara yang terpenting sifatnya
yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat
menciptakankeberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan di peroleh informasi

yang benar.”’

Peneliti mengadakan wawe ang bertujuan untuk mendapatkan

informasi tentang pembaha asumber dengan peneliti selaku
mengenai pelaksanaan

dilan Agama Polewali.

enghasilkan

pen g berhubungan dengan ti, sehingga

akan di dat ngkap, sah dan bukan an. Menurut

unt dokumentasi yaitu m ai hal yang

berupa tran ku, surat kabar, majalah, d

akan meng umen serta bil gambar

an dan reka ermasalahan anelitian ini.

3.6 Tek alisis Data

5 dalam PeAanE;FmREalam pros

elitian yang
manfaatnya
juan akhir
penelitian. Dalam analisis di pisahkan ‘antara data terkait (relevan) dan data yang

kurang terkait atau sama sekali data yang tidak ada sama sekali kaitannya.*® Analisis

*’Sasmoko, Metode Penelitian (Jakarta: UKI Pres, 2004), h.78.

**Joko Subakyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2004), h. 104.
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data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari
kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan
kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan

fenomena yang bersangkutan.*

Teknik analisis data yang lam penelitian ini adalah analisa yang

bersifat kualitatif, maksud ukan hanya berdasarkan pada
fakta yang ada dan udian dipaparkan dalam
bentuk deskriptif.
3.6.1 nalisis atau
an menarik kesimpulan i sikap yang

arkan fakta-fakta yang
3.6.2 u teknik yang digunaka data dengan
n berupa prinsip-prinsip a : laku khusus

rkan atas fakt um.

PAREPARE

**Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pengajuan Perkara Itsbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan
Agama Polewali

4.1.1 Itsbat Nikah

Hukum perkawinan di at nikah, tidak terdapat pengertian

secara konseptual. Kata i “itsbat” dan “nikah”. Kedua
istilah tersebut bera asdar dari kata “atsbata
esar Bahasa
guhan, dan
ang laki-laki
dengan suami isteri dengan te : persyaratan
dalamr tah Allah dan melakuka ah.

Agama guna
dibuktikan
inan hanya

Nikah” dan

pat diajukan

pria dengan seorang wanita sebagai Suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

Tetapi pernikahannya yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan

38
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ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang, dalam hal ini
pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).*
Aturan itsbat nikah yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan maupun UU No. 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama hanya terjadi

pada kasus perkawinan bawah tan rjadi sebelum diberlakukannya UU No.

1 Tahun 1974. Sedangk 3 dalam KHI menerangkan
dibolehkannya itsbat g setelah berlakunya UU
No. 1 Tahun 1974.
ah bilamana
dilakuk a JeErcayaan i perkawinan
harus d m yang berlaku. Penca i winan sama
halnya eristiwa-peristiwa pent seseorang,
misaln i n yang dinyatakan dal angan, suatu

akta re j uat dalam daftar pencata i je hwa adanya

langsungkan

dihadap dibawah i kan diluar

penga PN tidak Fﬁ“H'EPﬂ R( enyebutkan

4.1.1.1 FCI'Kd a a c alJd c a dKlad Ka dll( dibuat Oleh

Pegawai Pencatan Nikah.

“Admin “Pengertian Itsbat Nikah” Blog adminhttps://www.Suduthukum.Com/2016/02/
pengertian-itsbat-nikah.html?m=1 (diakses pada tanggal 21 Mei 2018)
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4.1.1.2 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat
diajukan itshat nikahnya ke Pengadilan Agama.
4.1.1.3 Itshat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-

hal yang berkenaan dengan:

4.1.1.3.1 Adanya perka Jalam rangka perceraian

4.1.1.3.2 Hilang
idaknya salah satu syarat

ya UU No.1

inan yang dilakuk s yang tidak

unyai halangan perka No.1 Tahun

4114 gajukan permohonan itsba i atau istri,

ak mereka, gan dengan

nan itu.**

an itsbat nik n proses pem

Agama Pﬁﬂﬂpﬁﬂ/& sah. Pe n yang sah

catatan ata

bukti tertulis untuk dapat melakukan pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama.

“Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia (Cet.VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), h.117.
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Tujuan dari itsbat nikah itu sendiri adalah untuk memperoleh hak-haknya seperti
warisan dan nafkah untuk anak-anaknya.
4.1.2 Perceraian

4.1.2.1 Pengertian perceraian

Perceraian disebut juga ak atau furgah, talak memiliki arti

membuka ikatan membata furgahartinya bercerai. Kedua

berarti bercerainya suami

4.1.2.1. terkaitannya

n perkawinan dan meng

4.1.2.1. n perkawinan dengan

tidak ha libatkan sua i i ' sesuatu yang

gan Kkedua aian harus

sa ditempuh

Menurut Islam, perceraian merupakan putusnya tali perkawinan yang sah,
baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-
kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Ajaran

Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Ajaran Islam membuka
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mata jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi

tanpa perceraian (talak). Jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan

darurat

, dapat dibenarkan oleh Islam tetapi putusnyapernikahan itu ada hal yang tidak

disenangi dalam Islam bahkan Allah melaknat apabila dilaksanakan secara sewenang-

wenang.

bahwa:

Menurut Pasal 38 UU perkawinan bahwa dapat putus karena:

Kematian
Putusnya perkawinan karena kematian suami isteri disebut juga oleh
masyarakat dengan cerai mati

Perceraian

Putusnya perkawinan karena' perceraian disebut oleh masyarakat dengan

istilah cerai hidup. Putusnya perkawinan karena perceralan ada dua jenis

yaitu:

1. Cerai gugat yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan
menurut agama dan kepercayaannya bukan Islam dan seorang isteri yang
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam

2. Cerai talak yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam.*

Putusan pengadilan.

Adapun yang tedapat adalam Pasal 39 UU tentang perkawinan menyebutkan

. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah

Pengadilan yangpbersangkutan® berusahardan=tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.

.- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istei

tidak akan dapat hidup rukun sebagai sumi isteri. Berdasarkan uraian-uraian
tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa perceraian mempunyai arti bahwa
diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan suatu sebab
tertentu. Atau juga perceraian berarti pengakhiran suatu pernikahan karena
suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga berarti salah
satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui
keputusan hakim yang didaftarkan pada Catatan Sipil. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa pengertian perceraian adalah putusnya suatu perkawinan

74.

*27ainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.111; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.
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yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim yang dilakukan di
depan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah di tentukan
oleh UU serta didaftarkan pada Catatan Sipil dan Pengadilan Agama bagi
yang beragama Islam.

4.1.2.1 Alasan-alasan perceraian

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal,
dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun pada mulanya para
pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan, meneruskan
keturunan, dan ingin/hidup bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun
seringkali tujuan tersebut kandas di tengah jalan karena sebab-sebab tertentu.

Seorang wanita diberikan hak atau kemungkinan-kemungkinan kepadanya
untuk menuntut cerai kepada hakimapabila mengalami penderitaan hebat, siapapun
takkan tahan menderita terus-terusan. Berdasarkan penderitaan itu, seorang wanita
bolen menuntut cerai. Kewajiban hakim untuk memriksa kebenaran pengaduan
tersebut dengan seksama. Bila memang benar, maka bolehlah wanita diceraikan oleh
suaminya.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan
perceraian dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal

19 PP No.9 Tahun 1975, sebagat berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau"menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya.-dan..sukar. disembuhkan...Pengertian. zina pada alasan
perceraian ini adalah zina menurut konsep agama. Pengertian pemabok,
pemadat, dan penjudi ditafsirkan oleh Hakim.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut,tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya. Waktu 2 tahun berturut-turut pada alasan perceraian
ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Kata “berturut-turut” berarti
kepergian salah satu pihak tesebut harus penuh 2 tahun lamanya dan selama
waktu itu yang bersangkutan tidak pernah kembali.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hukuman lima tahun atau
hukuman yang lebih berat maksudnya adalah hukuman yang sudah
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mempunyai kekuatan tetap setelah perkawinan berlangsung. Penghukuman
dengan hukuman penjara lima tahun haruslah dijatuhkan oleh Hakim pidana
setelah perkawinan dilangsungkan. Penentuan lima tahun dianggap cukup
menentukan apakah perkawinan para pihak hendak diteruskan atau diakhiri.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain. Kekejaman atau penganiayaan yang
dikaitkan membahayakan terhadap pihak lain bukan saja jasmani namun juga
jiwa para pihak. Sebaliknya ada visum dari dokter atau keterangan saksi ahli
hukum kejiwaan untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang
melakukan kekejamn atau penganiayaan. Selain itu juga perlu keterangan dari
orang lain yang melihat-dan atau mendengar secara langsung kekejaman dan
penganiayaan tersebut dilakukan. Undang-undang tentang perkawinan tidak
memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekejaman atau
penganiayaan berat itu sendiri, sehingga hakimlah yang harus menafsirkan.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Tujuan dari
alasan perceraian ini adalah untuk menjaga dan melindungi jangan sampai
segala kepentingan dari salah satu pihak dikorbankan karena suatu sebab yang
menimpa pthak lain. Menurut Lili Rasjidi, ciri utama dari cacat badan atau
penyakit berat ini adalah harus yang menyebabkan si penderita tidak lagi
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Apabila dalam
rumah tangga salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga
tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah 'satu pihak dapat
mengajukan permohonan perceraian. Gugatan perceraian diajukan kepada
Pengadilan. UU tentang perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai
apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini hakimlah
yang menentukan secara pasti terhadap semua keadaan yang dapat dijadikan
alasan untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian tersebut.

6. Antara suami dan isteri .terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga. Perselisihan
dan pertengkaran antara suami isteri yang mengakibatkan suami dan isteri
tersebut tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
Hal ini merupakan persoalan yang realtif sifatnya karema hakimlah yang
menilai dan menetapkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang
ada. Sebagaimana_sudahdisebutkan diatas_bahwa tujuan perkawinan adalah
untuk membentuk keluarga (rumah’tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera
berdasarkan.Ketuhanan-Yang. Maha Esa..Apabila.tujuan.perkawinan tersebut
tidak dapat dicapai oleh suami isteri maka sudah sewajarnya para pihak
memutuskan jalan untuk bercerai berdasarkan alasan-alasan perceraian seperti
tersebut diatas.*™

“Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum
Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Cet.111; Jakarta: Kencana, 2006), h.218.
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4.1.3 Proses pengajuan perkara itsbat nikah dan perceraian
Asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan
tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak

yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan

dapat menggabungkan beberapa an sekaligus dalam satu gugatan.

Penggabungan beberapa g gatan disebut dengan kumulasi

gugatan atau samen vordering, gabungan lebih dari satu

tuntutan hukum ke "dalé gugatan. Tujuan diterapke gugatan ini adalah

yang saling

ntuk penggabungan pe n perceraian

ngadilan Agama dala kakan oleh

ara perceraian
pencari a ingin
a, hanya saja embedakan

ikah dalam penyelesaian
atuan dalam

menangani

erceraian. Pengadilan “Agama harus berhati-hati

an itsbat nPI‘REPARE

“tidak ada itsbat nikah setelah lahirnya undang-undang perkawinan kecuali,
perkawinan itu dilangsungkan sebelum undang-undang itu lahir, namun
ketentuan itu bisa dikecualikan karena alasan-alasan tetentu sperti tercantum
dalam pasal 7 KHI. Diantara alasa itu ialah adanya perkawinan dalam rangka
penyelesaian perceraian, hilangnya akad nikah, adanya keraguan tentang sah

*Nirwana, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)
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tidaknya salah satu syarat perkawinan. Atau karena adanya perkawinan yang
dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-
undang perkawinan. Sehingga dalam mengajukan itsbat nikah dalam rangka
perceraian Pengadilan Agama memiliki kewenangan dapat menyelesaikan
perkara tersebut dengan menggabungkan perkara itu dengan syarat bila
dikehendaki oleh undang-undang.

Berdasarkan penuturan he engadilan Agama Polewali proses
pendaftaran perkara ini Pengadilan sesuai prosedur
administrasi. Adapun gajuan dalam ha itsbat nikah dan perceraian
sama halnya an  pros s _pengajuan perkara_lainny ya  vai alui prosedur

a yaitu meja

I, meja

rkara datang ke Penga membawa
surat g an.

ara menghadap petuga enyerahkan

ohonan, minimal 2 (dua) rat gugatan
lah tergugat
petugas mej i jele ng dianggap

n dengan pe ir pé iaya perkara

Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Keempat,Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau

permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3 (tiga).

“**Samsidar, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)
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Kelima, Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat
gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM.
Keenam, Pemegang kas menandatangani SKUM membubuhkan nomor urut

perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau

permohonan.
Ketujuh, Pemegang UM kepada pihak berperkara

an bank dan mengisi slip

p bank yang telah diisi ang sebesar
tersebut.
pihak berperkara m yang telah
ayanan bank. Pihak berpe n slip bank
enyerahkan
tanda lunas

dan tindasan

urat gugatan
atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan
pertama SKUM

Keduabelas, Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau

permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat
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gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang
diberikan oleh pemegang kas.
Ketigabelas, Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1(satu) rangkap

surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak

berperkara.
Pendaftaran  selesai : akan dipanggil oleh

jurusita/jurusita  peng dangan setelah ditetapkan

g menyatakan sebagai b
1. nggugat;

an Penggugat, (Nurhay: an Tergugat,

)0 di Dusun
i

ang dilaksanakan tanggal

esa Lenggo, Kabupaten Mamasa

ecamatan Bul andar);

talak satu

Nurhayatipnnn)E P A R E

(Trimo bin h) terhadap

rim salinan
awai pencatat
nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan
kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
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Alasan seseorang mengajukan gugatan itsbat nikah sekaligus perceraian
karena adanya beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha Syahide

dalam wawancara;

“Pada dasarnya orang yang melakukan itsbat nikah adalah orang yang tidak ada
buku nikahnya. Mereka yang mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian
dikarena dalam melakukan suatu gugatan-perceraian harus ada buku nikahnya.
Itsbat nikah ini untuk: mendapatkan pengesahan agar mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam pernikahannya dan itsbat nikah juga akan memperjelas status
anak menjadi anak yang sah bagi pasangan suami- istri tersebut serta juga
memunculkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adanya itsbat nikah
juga akan memperjelas status harta, baik yang menyangkut harta bawaan maupun
harta bersama antara suami isteri. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan

itshat nikah kemudian dilanjutkan dengan perkara perceraian”.*

Dalam proses pemeriksaan perkara tidak menutup kemungkinan juga terdapat
penolakan perkara. Namun, dalam komulasi gugatan seperti yang dikatakan oleh

Rajiman dalam wawancara;

“Kumulasi gugatan itsbat nikah dan perceraian saling mempengaruhi sehingga
apabila itsbat nikahnya di telak otomatis-gugatan perceraiannya juga di tolak
karena sudah merupakan suatu ketentuan dan apabila itsbat nikahnya dikabulkan
maka perceraiannya juga harus dikabulkan dan tidak dibenarkan ada yang
dikabulkan dan ada yang.ditolak. Permohonan itsbat nikah tidak selamanya
dikabulkan dikarenakan kurangnya syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, contoh
tidak adanya wali, maka hakim tidak.akan mengabulkan permohonan itshatnya,
dan harus terpenuhi syarat ,dan rukun pevhikahan yang ada”."’

Jadi dalam hal pengajuan itsbat nikah dan perceraian dapat dikumulasikan
karena perkara ini memiliki hubungan erat dan keterkaitan hukum satu sama lain
sehingga penggabungannya sah dan memenuhi syarat. Pengesahan dalam rangka

perceraian menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, tujuan dibolehkannnya

**Rasyid Ridha Syahide, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/
2018)

*"Rajiman, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)
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pengesahan perkawinan antara lain karena terjadinya penyelundupan hukum,
melegalkan poligami tanpa prosedur sehingga Pengadilan Agama harus berhati-hati
dalam menangani perkara permohonan itshat nikah.

Meskipun penggabungan perkara ini tidak diatur secara khusus dalam

peraturan perundang-undangan, api tetap diperkenankan karena akan

memudahkan proses berpe ntangan dengan prinsip-prinsip

keadilan.

4.2 Efektlwtas Pe

gan Perkara Itsbat Dan Perceraian Di
Pengadils ewali

vordering)
adalah lebih satu Jugatan atau
beberap i an menjadi satu. Pengg g dimaksud

disini a itsbat nikah dan percerai
ek, dikenal dua bentuk

421

dan beb

4211 gat terdiri dari ang tergugat

alam hal IMLRI Enhzaiat pada pi

42172

orang. Kumulasi I dalam kasus Ini berada pada pihak
tergugat

4.2.1.3 Dapat juga terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan

tergugat. Pada kumulasi seperti itu, penggugat terdiri dari beberapa orang
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berhadapan dengan 47 beberapa orang tergugat. Sebagai syarat kumulasi
gugatan ini harus terdapat adanya hubungan hukum diantara para pihak
4.2.2 Kumulasi Objektif

Dalam bentuk ini yang digabung adalah gugatan, penggugat menggabungkan

beberapa gugatan dalam satu surat di yang menjadi faktor kumulasi adalah

gugatan, yaitu beberapa satu gugatan. Namun, agar

penggabungan sah uhi syarat atan itu harus terdapat
hubungan erat.*®
gatan yang
berdiri ¢ melakukan
am satu surat gugatan atan  dengan
hubungan erat atau ko ara perdata
yang se um baik yang ada dalam e ga Rv tidak

ra t an tidak pula melarang.
adalah UU

gan percerai dilihat dari

bungan perm
Itshat nikah
nnya dalam
sidang ar entius dan
acara yang

berlaku bagi kedua perkara tersebut, penggabungan tidak dapat dibenarkan.

**M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Cet. VII1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 104.
*R. Soebekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Bina cipta, 1989), h. 72
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“Perkara penggabungan gugatan itsbat nikah dan perceraian yang dilakukan di
Pengadilan Agama di dalam pemeriksaannya itu dilakukan terlebih dahulu
memeriksa perkawinannya memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan atau
tidak. Jika tidak terdapat masalah dalam perkawinannya, maka majelis hakim
mengesahkan perkawinannya dengan putusan sela kemudian dilanjutkan dengan
tahapan pemeriksaan perkara perceraiannya apakah alasan yang diajukan
beralasan hukum atau sebaliknya, sehingga dari proses pemeriksaan hakim akan

memutus perkara tersebut, namun tetap. satu kesatuan yang diputus dalam satu

50
putusan”.

Permohonan itsbat nikah memerlukan penelitian. yang seksama dan bukti-
bukti yang kuat karena dengan diterimanya permohonan tersebut akan menimbulkan
hak dan kewajiban, oleh karena itu ‘pemeriksaan tidak cukup hanya dengan
persidangan Insidentil. Berkaitan dengan perkara itsbat nikah dan kumulasi gugat
cerai di Pengadilan Agama Polewali harus memenuhi syarat formil dan materil juga
terlebih dahulu memenuhi syarat komulasi.

Penggabungan gugatan dalam Putusan MA No. 880 K/sip/1970, terdapat
pertimbangan mengenai manfaat dan tujuan penggabungan. Antara lain dijelaskan,
bahwa benar HIR dan RBG tidak-mengatur -komulasi gugatan. Akan tetapi kalau
antara masing-masing gugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga, atau
beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari
terjadinya kemungkinanfputisan®puttiSan®yang Saling=bertentangan. Penggabungan

yang seperti itu dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara.

“salah satu unsur yang harus dipenuhi agar penggabungan gugatan diperbolehkan
ialah dapat memberi manfaat. Salah satu manfaatnya ialah, jika ditinjau dari segi
acaranya dapat mewujudkan peradilan yang sederhana seperti, penggabungan
perkra itsbat nikah dalam rangka perceraian yang dilakukan di Pengadilan
Agama Polewali karena melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam
satu surat gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui

SRajiman, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)
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proses tunggal dan dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu putusan. Manfaat
lainnya juga dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Dengan
demikian dapat dikatakan penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian ini

berjalan efektiv.”*

Memerhatikan putusan diatas, dapat dikemukakan manfaat dan tujuan

penggabungan yaitu mewujudkan ilan sederhana dengan melalui sistem

penggabungan beberapa gu dapat dilaksanakan penyelesaian
beberapa perkara me bangkan serta diputuskan

dalam satu putusa gat secara terpisah dan

biaya murah dengan ja

ing tergugat dalam sat riksa secara
es yang sama.
, melalui sistem penggabu munculnya
A itu apabila
enghindari

mulasi atau

A.Pwl telah
kan dengan
perkara itshat nikah, yang mana dalam duduk perkaranya penggugat dan tergugat
selama menjalankan kehidupan perkawinannya tidak pernah mendapat buku nikah,

sementara dikemudian hari penggugat ingin berpisah atau bercerai. Oleh karena itu

*!Nirwana,wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)
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antara kedua kasus tersebut mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan
hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni
menggabungkan perkara isbat nikah dan perkara perceraian diwaktu yang bersamaan.
Meskipun tidak disebutkan adanya pasal dalam undang-undang tentang peradilan
agama yang mengatur persyaratan’ komulasi gugatan objektif harus memiliki
hubungan antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain. Pada umumnya untuk
mengajukan kumulasi-objektif tidak diisyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus
ada hubungan yang erat atau mempunyai koneksitas ‘antara tuntutan yang lain, namun
dalam prakteknya biasanya tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas dan
untuk memenuhi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hal itu sama juga yang dikemukakan oleh hakim dalam wawancara:

“Penggabungan gugatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Polewali dengan
perkara No0.409/Pdt.G/2017 dilakukan untuk mempermudah pihak pencari
keadilan dan hakim dalam menyelesaikan perkara yang dimana seharusnya
perkara itu diperiksa satu persatu. Akan tetapi, karena adanya penggabungan ini
maka perkara tersebut dapat. diperiksa dan_di.putus secara bersamaan dalam satu
putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (&) Intruksi Presiden
No.1 Tahun 1991 tentang penyebaran KHI dengan tujuan tidak lain adalah agar
perkara itu diperiksa oleh hakim'yang sama guna menghindarkan kemungkinan

adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain”.

Dari hasil penelitian” yang“menunjukkan® efektivitas penggabungan perkara
itsbat nikah dan perceraian atas putusan di Pengadilan Agama Polewalitentang
komulasi gugatan berjalan cukup efektif dalam pelaksanaannya sesuai dengan syarat
dan tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi pelaksanaan penggabungan perkara ini

tidak diatur secara resmi dalam hukum materil. Tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal

52Samsidar, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)
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49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3
Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 tentang pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat
(2) dan ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No.3
Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan
penetapan pengesahan nikah dalam.rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya
permohonan penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Ketentuan UU tersebut belum mengatur secara rinci tentang perlunya
penggabungan perkara sehingga perlu adanya suatu undang-undang untuk mengatur
pelaksanaan penggabungan perkara ini agar dapat dilaksanakan dengan efektiv, demi
terjalinnya peradilan yang memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan
mengurangi penumpukan perkara serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih
besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian perkara yang memuaskan
dan memenuhi rasa keadilan dalam proses beracara di pengadilan. penggabungan
gugatan dapat menjadi salah satu instrumen efektiv. dalam mengatasi masalah
penumpukan perkara di pengadilan-serta;memperkuat dan memaksimalkan fungsi
lembaga untuk penyelesaian perkara.

Seperti yang dikemukakan oleh hakim tentang efektivitas penggabungan

gugatan dalam wawancara:

“itsbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa atau
voluntair. itsbat nikah yang dilakukan dalam rangka perceraian dan segala hal
yang berhubungan dengan perkawinan Pengadilan Agama memiliki kewenangan
itu dengan syarat yang ditentukan sehingga, Itsbat nikah dalam rangka perceraian
adalah satu kesatuan yang dalam tahapan pemeriksaannya itu menjadi lebih
ringan. Karena dalam tahapan pemeriksaannya dilakukan hanya satu kali yang
menyatakan pertama mengabulkan permohonan penggugat dan menjatuhkan
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talak satu yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga

penggabungan ini berjalan dengan efektiv’.”

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipahami bahwa
efektivitas pelaksanaan komulasi gugatan terhadap putusan di Pengadilan Agama

Polewali berjalan cukup efektif dalam tahap pelaksanaannya sesuai dengan syarat-

syarat yang ditetapkan untuk mem asas sederhana, cepat dan biaya ringan

serta mengurangi penu asih banyak masyarakat yang

4.3 Pe iPengadilan
........... 3 t Nikal raian

akim perkara

017/F penulis mendapatkan has tian dapat dalam

5an pe ahwa pertimbangan huk digu akim dalam
rtimb hukum menggunakan a su hukum dan
ainnya seperti.yang akan penulis uraikan sebagai be
pang, bahwa ma N tu gugatan gat adalah
uraikan di at ‘

pang, ba va berdasarka .-!.- A.; Pasal 49 h
Tahun bagaimana. telah diubah e H‘I‘- U NO-"3. Tahun. 2 n UU No.50
Tahun Z
jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri ’Agama No.3 Tahun 1975 Pengadilan Agama

berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah dalam

>*Rasyid Ridha Syahide, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/
2018)
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rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan penggugat tersebut
dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.
Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 UU No. 1

Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh MajelisHakim agar tetap rukun,

bersabar dan mempertahankan ikata inannya dengan Tergugat, tetapi tidak

berhasil dan Penggugat tete engan demikian telah terpenuhi

kehendak Pasal 65 dan UU No. 7 Tahu ng telah diubah dengan UU

No. 3 Tahun 2006 de 0. 50 Tahun 2009 tente adilan Agama, sedangkan

at tidak hadir dalam per
leh karena perkara a q
terdiri sahannikah dan perk

a yang dipertimbangkan

Masjid Nurul Taubahbernama Kadir, ‘dengan wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat bernama Basir dan disaksikan oleh Denggo dan Kamaruddin, dengan
mahar berupa tanah kebun kemiri seluas ¥4 are yang diserahkan secara tunai. Status

Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah perawan dan jejaka serta tidak ada
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hubungan keluarga diantara keduanya. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat
melaksanakan pernikahan tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses

pernikahannya;

Menimbang, bahwa u neguhkan  dalil-dalil  permohonan

pengesahannikah tersebut, an alat bukti berupa saksi-saksi

yang selanjutnya oleh im dipertimb gai berikut;

ggugat adalah keluarga

punyai hak untuk

iatur dalam Pasal 17 elis Hakim

ebut dapat diterima unt annya dalam
bahw i : gugat telah
eterangan di

aspek fc kti saksi sep

Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo,
Kabupaten Polewali Mandar). Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu
ituadalah Imam Masjid Nurul Taubahbernama Kadir, dengan wali nikah adalah ayah

kandung Penggugat yang bernama Basirdan disaksikan oleh Denggo dan
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Kamaruddin. Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah tanah kebun
kemiri seluas ¥4 are yang diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat
sebelum menikah yaitu perawan dan jejaka dan tidak ada hubungan keluarga antara

keduanya serta tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikabh;

Menimbang, bahwa dari fa persidangan tidak ada indikasi tentang

prilaku buruk atau cacat ke Keterangan yang diberikan saksi-

saksi tersebut ternyata satu sama la elevansi dengan dalil-dalil
permohonan Pengguge aka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-
n Pasal 309

ktikan dalil-

persidangan
an didukung
oleh sa Si aka Majelis

Pengesahan

jelis Hakim
lilaksanakan
atan Mapilli,
aten Polewali
Mandar) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan
ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 KHI, oleh karena itu perkawinan
dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan Penggugat
tersebut kumulasi dengan perkara cerai gugat, Majelis Hakim menilai bahwa
permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut semata-mata dalam rangka

penyelesaian perceraian, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf

(a) dan (e) KHI;
Menimbang, bahw -pertimbangan tersebut di atas,

m untuk mengabulkan

gugat dalam
10 Tergugat
ilannya sebagian saja pegang oleh

ilan yang diberikan Te mencukupi

hidup sehari-hari, d 13 Tergugat

tnya akhirnya saat itu te yang mana

ncak dari k Penggugat ergugat dan

perginya Te arang sudah

un 5 (lim h berupaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang
bukan semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa Yyang salah, namun

mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan
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pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan
saksi-saksi yang diajukan Penggugat;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan

mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Majelis Hakim

jadikan sebagai fakta hukum da sidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

ami istri sah yang pernah

rselisih dan
keseluruhan

untuk kebutuhan hidup

) tahun lebih
sudah tidak

dan Tergugat telah berpi
Tergugat berpisah tem
gi dan tidak pula ada nafkah;
-saksi sudah

nggugat dan at, namun

pang, bahwa | antara s Jengan istri

merupathA)mEP AaH(Edupan ru

gga namun
ahkan pisah
emosi dan
introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan
keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah
tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah berlangsung linear

dan monoton. Selama 4 (empat) tahun lebih komunikasi Penggugat dengan Tergugat
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sudah putus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaiki kembali
rumah tangganya;
Menimbang, bahwa perselisinan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup

jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya dalam

persidangan adalah orang dekat P an Tergugat, maka dalam pemeriksaan

perkara ini telah memenuhi dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan
(3) dan Pasal 22 ayat ahun 1975;

Menimbang erdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim

sih sayang, sakinah, ma : sebagaimana
r-Rum/30: 21 dan Pasal 1974 tentang
I, sehingga rumah tang rgugat tidak
dirukunkan
oleh Majelis

mah tangga

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi dengan

dalil hukum syara’ yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :
¢ Kitab Igna Juz Il halaman 133:

Gl ol Lade ol L 330 4350 402 5 22 81 1305

Terjemahnya:
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Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah

Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.>*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f)

KHlyaitusalah satu pihak meningg lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lair atau karena hal lain diluar
kemampuannyadanji suami dan istri te s terjadi perselisihan dan

Islam dan

ajelis Hakim memand kan tuntutan

dalam ggugat serta mengabu gan istilah

ara’, yakni perceraian annya talak

suami engaduan seorang istri, denga raian antara

Tergugat ini nya talak Te pleh hakim;

pang, bahwa i yang dijatuhkan akim dengan

alasan é vab ketidak sangg am melanjutkan ru ngga adalah

berupa 1’in shuglpcntmﬁph H.IEI talak ba 0, demikian
pula ole 6 i
antara Penggugat dan Tergugat sebe a, maka talak ba’in yang dijatuhkan oleh

Majelis Hakim adalah talak satu;

Al-Khatib as-Syarbini, Al-lgna Fii Halfazh4bi Syuja’ 2 jilid(Bandung: Darul Kutub Ilmiyah
Beirut, 2013), h.133.
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun
1989sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua
dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera

berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa

bermaterai kepada Pegawai Pencs ah yang wilayahnya meliputi tempat

kediaman Penggugat dan gawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan Pengguga jugat dilangsung dicatat dalam daftar yang

3 s a ya h diajukan.

iri dari dua bagian, y imba entang fakta

hukumnya itu sendir ban ntang fakta

riksa alat bukti secara e I ngan. Fakta-
rsidangan selanjutnya di uj i

Hakim dalam membuat keputusan tentang penggabungan perkara antara itsbat nikah

disediakan untuk itu

dan perceraian pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui pengadilan. Berdasarkan
ketentuan pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo.
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Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri
Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan
menjatuhkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

Disini hakim melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang ada sebelum membuat putusan

tersebut.
Putusan dalam pen ang dilaksanakan oleh hakim
pengadilan Agama dili ori efektivitas aitan dengan kepentingan

arena itu, hakim dituntut

ai dampak yang posit U tersebut
efektiv.
ukum haruslah valid erima oleh
tu kaidah hukum terseb kan dalam

atu kaidah imbal balik
aliditas dan ektiv, suatu
valid, maka
ersebut tidak
keefektifan
arenanya, jika
suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid
dan efektiv berlaku, kemudian menjadi tidak efektiv lagi, maka kaidah hukum
tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum

dapat efektiv, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu: (1) kaidah hukum tersebut
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harus dapat diterapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh
masyarakat.
Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap

perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara perdata, hakim bersifat

pasif, dalam arti kata bahwa ruan tau luas pokok sengketa yang diajukan

kepada hakim untuk diperi itentukan oleh para pihak yang

berperkara dan buka . Akan tetapl, us aktif membantu kedua

belah pihak dalam menjadi sengketa
2 merupakan

rus tetap dikawal dan d pihak tanpa

satupun pihak yang da akim dalam
sebut. Hakim dalam san, harus

hal, baik itu yang berkait yang sedang

dipeeri ng dilakuka sampai
a memperti n pula rasa

menjatpipni Pm kE bertanya diri  sendiri,

an tusan yang

diambil Vdad dKd dlJd c c1cSa a C KEld, dld a Kd pUtUS&n ini

atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi

para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umunya.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

5.1.1 Proses pengajuan penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di

Pengadilan Agama Polewali.i engan menggunakan sistem meja I, meja

I, meja I, yaitu a datang kepengadilan dengan

mencatat surat gugat mor register
512 ngan gugatan yang dil i ilan Agama

cukup efektif dalam tahap suai dengan

beracara di

beracara di

pada duduk
perkara yang telah diajukan. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian,
yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu
sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat

bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di

67
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persidangan selanjutnya di uji menggunakan teori kebenaran koresponden
untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan
hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara

fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan.

Terbukti tidaknya suatu pe di pengadilan sangat tergantung pada
pertimbangan hukum
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian mengenai Efektivitas penggabungan perkara
antara i
hakim : ne . i an sebagai

berikut:

521 n Agama Polewali h melakukan
hukum, bahkan bila di t melakukan
ntuk menjawab setiap per 6 ahan hukum

, prinsip ini nya menjadi
tiasa mengg memahami
5.2.2 an putusan

enggabungan perkara,
diperlukan kehati-hatian majelis'hakim dalam memberikan putusan terhadap
perkara tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan baik kekeliruan dalam

memeriksa dan mengadili maupun kekeliruan dalam pengetikan amar putusan

dalam perkara yang ditangani.
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5.2.3 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan

model yang lebih dengan meggunakan materi-materi yang lebih luas.
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PUTUSAN
Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl
S TAAb :
@iﬂ!@b—tﬁ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara

pada tingkat pertama dalam p ajelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai G Nikah antara:
Nurhayati binti B Islam, pendidikan SD,

pekerjaan h tangga, bertempa an di Dusun | Lenggo,

i Mandar,

Trimo ur 40 tahun, aga kan SMP,
bertempat kediaman Dkan, Desa

atan Bulo, Kab Mandar,

Telah jari a ngan perka
Telah S memeriksa bukti dalam
perkare dipersidangan;
1 /A 0UbLK PERKARAS
a tanggal 23
y didaftar  di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor
409/Pdt.G/2017/PA.PwI tanggal 23 Agustus2017 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo,
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Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan
Bulo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah
kandung Penggugat bernama Basir yang dinikahkan oleh Imam Masjid
Nurul Taubah, bernama Kadir, dengan maskawin berupa sebidang tanah
kebun kemiri luas kurang lebih %4 are tunai, dengan saksi dua orang laki-
laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Denggo dan
Kamaruddin;

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus - perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan keluarga yaitu
sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan
untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat
tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan
pernikahan untuk perceraian ini;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah
bersama di Dusun | Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten
Polewali Mandar selama 12'tahtin'2 bulan;

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: 1. Masni binti Trimo,
umur 16 tahun, 2. Tiara binti Trimo, umur 12 tahun, 3. Alfi binti Trimo,
umur 11 tahun, ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
Bahwa pada pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
Tergugat hanya memberikan sebahagian penghasilannya kepada

Penggugat dan sebahagian lagi dipegang oleh Tergugat dan penghasilan



10.

11.

yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan
hidup sehari-hari;

Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa pada bulan Februari 2013, puncak terjadinya perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak merubah sikapnya yang
tetap saja sebahagian.saja diberikan penghasilannya kepada Penggugat,
sehingga tidak mencukupi kebutuhan dan akhirnya setelah pertengkaran
tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang
ke rumah orang tua Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal;

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang
hingga saat ini sudah berjalan“4 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat
pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cqg. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1.
2.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan sah pernikahan Penggugat, (Nurhayati binti Basir) dengan
Tergugat, (Trimo bin Hamzah)~yang dilaksanakan tanggal 28 Desember
2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten
Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali
Mandar);

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Trimo bin Hamzah)
terhadap Penggugat (Nurhayati binti Basir);

Memerintahkan Panitera pegadilan Agama polewali untuk mengirim
salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya
dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari_sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor
409/Pdt.G/2017/PA.Pwl, tanggal® 28 Agustus2017, dan tanggal 20
September2017dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan
yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat
tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat
tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap /persidangan Majelis Hakim' telah berupaya
menasihati Penggugatagar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun
Penggugattetap ingin Berceraildengan T ergugat;

Bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahan
nikah dan perkara cerai gugat, sedangkan sifat pemeriksaan antara kedua
perkara tersebut berbeda yakni pemeriksaan pengesahan nikah dalam sidang
terbuka untuk umum, sedangkan perkara cerai gugattertutup untuk umum,
maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara pengesahan nikah
kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai pengesahan nikah, Majelis

Hakim memeriksa perkara cerai gugat;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan pengesahan nikah
dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dimulai dengan
membacakan surat permohonan Penggugat yang oleh Penggugat
menyatakan tetap permohonannya dan mohon agar disahkan pernikahan

Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Dusun Lenggo,

Desa Lenggo, Kecamatan Kabupaten Polewali Mamasa
(sekarangKecamatan B aliMandar)pada tanggal 28
Desember 2000;

Bahwa eneguhkan dalil- nggugat dalam hal

permo C saksi-saksi

i Dusun Lenggo, De atan Bulo,
ar,
u sebagai Paman Pen emberikan
mpah yang pada pok
rsaat Penggugat dan Tergug i tanggal 28
tan Mapilli,
Kabupaten

di wali nikah

at dan TnAtnaE p*nLE Penggu ama Basir,

ir;

W QO U W U X U W

g g gJug saksi sendiri
(Denggo) dan Kamaruddin, dengan mahar berupa tanah kebun kemiri seluas
Y, areyang diserahkan secara tunai;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah
berstatus perawan dan jejaka, serta tidak ada hubungan keluarga, tidak

pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
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- Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini tidak ada orang yang pernah
berkeberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidah pernah memiliki
buku nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses
pernikahannya;

. Ba’du bin Lari’,umur 47 tahun, ma Islam, pekerjaan Petani, bertempat

kediaman di Dusun Lenggo, ecamatan Bulo, Kabupaten Polewali
Mandar;
Saksi tersebut m t dan telah memberikan

keterangan di b

oY)

nikah, yang
aubahyang

g bernama

jugat adalah

eluas Y4 are

WS X W W o 3 W X U

erawan dan
tidak ada

etahu saksi status at dan Tergugat ad

orta tldakniknma Ek sesus

- ofe 0 g berkeberatan

dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki
buku nikah karena proses pernikahannya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan

Agama setempat;
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Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugatmenyatakan
keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan
bukti lagi;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan pula gugatan cerai Penggugat
yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Hakim tidak dapat

mendengarkan jawab t tidak pernah hadir di

persidangan;

ur 60 tahun, agama Isl

Dus go, Desa Lenggo, Kecal ten Polewali

but u sebagai PamanPen
di b

sumpah yang pada poko

Tergugat

a Penggugat dan n tinggal di rumah

PAREPARE

rukun dan
Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu
masalah Tergugat yang tidak memberikan keseluruhan penghasilannya

sehingga untuk kebutuhan keluarga tidak mencukupi;
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Bahwa dengan adanya kebiasaan Tergugat tersebut akhirnya antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4
(empat) tahun;

Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal dan sejak saat itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan

dan tidak pula pernah nafkah oleh Tergugat kepada

Penggugat;
Bahwa pihak aha untuk merukunkan

Penggugat d gat,namun tidak be

2. Ba’ al , bertempat

ten Polewali

u sebagai Paman Pen emberikan
mpah yang pada pok kut:
gugat dan Tergugat : suami istri

tinggal di

bersama di

mencukupi;

Bahwa dengan kebiasaan Tergugat tersebut, akhirnya terjadi
perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4

(empat) tahun;
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- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak
saat itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan dan tidak pula
pernah mengirim nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan
keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan
apapun lagi, selanjutnya’Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon

putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39y ayat™(4)=Peraturan Menteri Agama
Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan, Agamarberwenangruntuk memeriksa dan
menjatuhkan penetapan Pengesahan nikah dalam rangka penyeleseian
perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat diterima

untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh MajelisHakim agar
tetap rukun, bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan

Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan



demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan
perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah gagal

dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa. oleh karena perkara a quo adalah perkara
kumulasiyang terdiri.dari perkara pengesahannikah dan perkara cerai
gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipertimbangkan
terlebih dahulu adalah perkara pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan
pengesahannikahnya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 28 Desember 2000di
Dusun ' Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar)dan yang
menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid
Nurul Taubahbernama Kadir, dengan wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat bernama Basir dan disaksikan oleh Denggo dan Kamaruddin,
dengan mahar berupa tanah.kebun kemiri seluas Y. are yang diserahkan
secara tunal. Status Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah perawan
dan jejaka serta tidak @daghubunganpkeluargasdiantara keduanya. Dan pada
saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan tidak pernah
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Penggugat
dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonan

pengesahannikah tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-

saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah
keluarga (Paman) Penggugat, yang berarti bukan termasuk orang yang
dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal
172 R.Bg, dan tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk
mengundurkan diri memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal
174 R.Bg, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa saksi tersebut dapat
diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah
memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, dengan
demikian aspek formil bukti saksirssepertitersebut dalam Pasal 175 R.Bg telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi” pertama dan saksi kedua Penggugat
menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi hadir pada pernikahan
Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal28 Desember
2000di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar). Yang
menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu ituadalah Imam Masjid
Nurul Taubahbernama Kadir, dengan wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat yang bernamas Basirdan disaksikan oleh Denggo dan
Kamaruddin. Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah
tanah kebun kemiri seluas %% are yang diSerahkan secara tunai. Status
Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu perawan dan jejaka dan
tidak ada hubungan keluarga antara keduanya serta tidak sesusuan dan tidak
ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang
prilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan
saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, dan ada relevansi dengan

dalil-dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga



berdasarkan Pasal 309 R.Bg.keterangan saksi-saksi secara materiil dapat diterima
untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
maka dalil-dalii Penggugat mengenai permohonan pengesahannikah dengan
didukung oleh saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka
Majelis Hakim sepakat berpendapat.bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai

Pengesahan nikahnya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugatdengan Tergugat yang
dilaksanakanggpadantanggal28,.Desembers2000dimDusunmilenggo, Desa
Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang
Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar) telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan Pasal 14 sampai
dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan
dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum sesuai Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan
Penggugat tersebut kumulasi dengan.perkara cerai gugat, Majelis Hakim menilai
bahwa ' permohonan pengesahan’ nikah Penggugat tersebut semata-mata dalam
rangka penyelesaian perceraian, sehingga telah:sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan
(3) huruf (@) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwaj berdasarkan™ pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan
permohonan Pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat
dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun
2010 Tergugat hanya memberikan penghasilannya sebagian saja dan
sebagiannya dipegang oleh Tergugat sehingga penghasilan yang diberikan
Tergugat tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup



sehari-hari, dan hingga tahun 2013 Tergugat tetap tidak merubah sifatnya
akhirnya saat itu terjadi perselisihan yang mana merupakan puncak dari
keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berujung pada
perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 4
(empat) tahun 5 (lima) bulan danpihak keluarga sudah pernah berupaya
untukmerukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas,
Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan
yang bukan semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa yang
salah, namun mencari kebenaranfakta sesungguhnya tentang sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu
mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh
keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
Majelis' Hakim jadikan sebagai fakta hukum dalam persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernah

hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat @danglkergugatsering berselisih dan
bertengkar yang _disebabkan  kKarena_  Tergugat yang _tidak memberikan
keseluruhan penghasilannya sehingga untuk kebutuhan hidup tidak mencukupi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun
lebih dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya
sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pula ada nafkah;

- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri



sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga
namun tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran.
Bahkan pisah tempat tinggal dapat menjadi salah satu cara sementara untuk
meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan
harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu
mendatang. Akan tetapi, dalam< perkara ini pisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat ternyata telah berlangsung linear dan monoton.
Selama 4 (empat) tahun lebih komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah
putus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaiki kembali
rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah
cukup [jelas penyebabnya serta“kedua saksi Penggugat yang didengar
keterangannya dalam persidangan adalah orang dekat Penggugat dan
Tergugat, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan
yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya
sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal, penuh .kasih- sayang, ..sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana yang dimaksud, dalam_Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor "1 Tahun™1974 ‘tentang perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum | Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin
dipertahankan lagr;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Penggugat sulit dirukunkan
lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga, maupun oleh Majelis
Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan broken marrige, sehingga antara



Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina

rumah tangga di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi
dengan dalil hukum syara’ yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat
Majelis :

e Kitab Igna Juz Il halaman 133:

P
Z _ -

il (ualall Lagle Gl a5t AR50 42 5 s S5 13
Artinya: “Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap
suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya
suami dengan talak satu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam vyaitusalah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannyadanjika antara suami dan
istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagl dalam rumah tangga; maka gugatan Penggugat yang meminta
diceraikan dengan Tergugat berdasarkan_hukum Islam dan ketentuan

peraturan perundang-undangan‘dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyesuaikan
tuntutan dalam surat gugatan Penggugat serta mengabulkannya sesuai
dengan istilah perceraian dalam hukum syara’, yakni perceraian yang berupa
dijatuhkannya talak suami oleh hakim atas pengaduan seorang istri, dengan
demikian perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini adalah dengan
dijatuhkannya talak Tergugat oleh hakim;



Menimbang, bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan oleh hakim
dengan alasan atau sebab ketidak sanggupan istri dalam melanjutkan rumah
tangga adalah berupa talak ba’in shughra dan bukan talak raj’i ataupun talak
ba’in kubro, demikian pula oleh karena perceraian ini adalah perceraian
pertama dan tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat
sebelumnya, maka talak ba’'in yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah
talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat.(1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006;ssertagperubahangkedua dengangdndang=UndanggsiNemer 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan
Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan
kepada|Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup
perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89ayat (1)Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor S50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara
yang jumlahnya sebagaimana-dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan jketentuan, peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan-dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Nurhayati binti Basir)

dengan Tergugat (Trimo bin Hamzah) yang dilaksanakan pada tanggal 28



Desember 2000di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten
Polewali Mandar);

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Trimo bin Hamzah)
terhadap Penggugat (Nurhayati binti Basir);

5. Memerintahkan kepada Pani engadilan Agama Polewali untuk

menyampaikan salina mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Kan ulo, Kabupaten Polewali

n ratussembilan pulu

ini dijatuhkan dala ah Majelis
tanggal 26 Septem [ bertepatan
m 1438 Hijriyah oleh ji 1., sebagai
.H.l. dan Samsidar, S.H.I. [ ng sebagai
lam sidang
para hakim
ebut serta ., Sebagai

Jganti deMiEJE)P nrR.Et tanpa h a Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua

Nirwana, S.H.I. Rajiman, S.H.I.
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Samsidar, S.H.l.Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran
2.Biaya ATK Perka

puluhsatu ribu rupiah)

PAREPARE
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. Peraturan hukum

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
Pedoman wawancara untuk Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar
. Bagaimana proses pengajuan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan

Agama Polewali?

. Syarat-syarat apa sajakah yan i.penuhi dalam melakukan penggabungan
perkara itshat nikah da

iterimanya penggabungan
persetujuan

enggabungan perkara i eraian yang
Agama Polewali? Jelas
erkara ini sudah perna ara apa saja
an dalam gugatan?
2 pertimbang akim dalam uskan suatu
tang penggabung at nikah dan perce

enjatuhkan nggabungan a, apakah

N kepadapnnn)mnigunakan ‘ uan hakim?
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajiman, S.H.I.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Sairah

Nim : 14.2100.024

Jurusan : Syariah dan Ekonimi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah

Alamat : Dusun Amolas, Kel/Desa Amola, Kec. Binuang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun
skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian
di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No.409/Pdt.G/2017/PA.
Pwl)”.

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Polewali, 29 Agustus 2018
Yang gkutan,

Rajiman, S.H.I.
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Sairah

Nim : 14.2100.024

Jurusan : Syariah dan Ekonimi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah

Alamat : Dusun Amolas, Kel/Desa Amola, Kec. Binuang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun
skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian
di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No.409/Pdt.G/2017/PA.
Pwl)”.

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Polewali, 29 Agustus 2018
Yang gkutan,
~ /
N

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwana, S.H.L

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Sairah

Nim : 14.2100.024

Jurusan : Syariah dan Ekonimi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah

Alamat : Dusun Amolas, Kel/Desa Amola, Kec. Binuang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun
skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian
di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No.409/Pdt.G/2017/PA.
Pwi)”,

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Polewali, 29 Agustus 2018
Yang Bersangkutan,

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsidar, S.H.1.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Sairah

Nim :14.2100.024

Jurusan : Syariah dan Ekonimi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah

Alamat : Dusun Amolas, Kel/Desa Amola, Kec. Binuang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun
skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian
di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No.409/Pdt.G/2017/PA.
Pwl)”.

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Polewali, 29 Agustus 2018
Yang Bersangkutan,

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ® (0. 21)21307 = {0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor
Lampiran
Hal

: B 1128~ /In.39/PP.00.9/07/2018

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. POLEWALI MANDAR

Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

di
KAB. POLEWALI MANDAR i

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE :

Nama : SAIRAH

Tempat/Tgl. Lahir : AMOLA, 26 April 1995

NIM : 14.2100.024

Jurusan / Program Studi  : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII (Delapan)

Alamat : AMOLA, KEC. BINUANG, KAB. POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam
rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI (ANALISIS PUTUSAN HAKIM
NO.409/Pdt.G/2017/PA.Pwl)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya.

Terima kasih,

26 Juli 2018
A.n Rektor
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
mail@iainpare.ac.id

Po Box 909 Parepare 91100 website : www.lainpare.ac.id, email :

Nomor : B. 1334 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran -
Hal : Izin Penelitian
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar
di
Polewali Mandar
Assalamu Alaikum Wr. Wb,

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare :

Nama : SAIRAH

Tempat/Tgl.Lahir : Amola / 26 April 1995

NIM 1 14.2100.024

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/
Ahwal Al-Syakhsyiah

Alamat : Dusun Amola, Desa Amola, Kec. Binuang, Kab.
Polman

Bermaksud akan mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul :

“EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI (ANALISIS
PUTUSAN HAKIM NO.409/Pdt. G/2017/PA.Pwl |

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai
selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan
diberi izin darf dukungan seperlunya.

Terima kasih.

a. Agustus 2018
——A.n Rektor,

‘;/ 1A ‘:5;1?11\Wakil Rektor Bidang Akademik dan
© engembangan Lembaga (APL)
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PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Dasar U

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/495/IPL/DPMPTSP/VIiI/2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin
Penelitian;
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan :
a. Surat Permohonan Sdr (i) SAIRAH
b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : B-508/Bakesbangpol/B.1/410.7/VIl/2018, Tgl. 30 Juli 2018

MEMBERIKAN IZIN
Kepada : Nama : SAIRAH
NIM/NIDN/NIP : 14.2100.024
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas I
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSIYAH
Alamat : DS. AMOLA KEC. BINUANG

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali
Mandar, terhitung 01 Agustus s/d 01 September 2018 dengan Judul
“ EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITSBAT IKAH DAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI (ANALISIS
PUTUSAN HAKIM NO.409/Pdt.G/2017/PA.Pwl) *.

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

WN

o

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melfaporkan diri
kepada Pemerintah setempat;

Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;

Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
mengindahkan adat istiadat setempat;

Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati
Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinty;

Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila temyata
Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di
atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan:

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 01 Agustus 2018

”’Pembina Utama Muda
: 19660520 199203 1 017

1. Unsur Forkopmda di tempat;

2. Kepala P

3. Camat Polewali di ternpat

ma K Polewali Mandar di tempat;
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PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB
Jin. Budi Utomo No. 23 Polewali Kab. Polewali Mandar 91314
Telp. (0428) 23234 Fax. (0428) 21334
Website: http://www.pa-polewali.net
email: polewali@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W20-A22/ 818 /PB.00/IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Hasbi, M.H.

Nip. 1 19591231 198803 1 025
Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Polewali

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saudari an. :

Nama : Sairah

No. Pokok Mahasiswa : 14. 2100.024

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiah

Universitas . Institut Agama Islam Negeri Parepare

Judul Skripsi : Efektifitas Penggabungan Perkara Istbat Nikah dan

Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis
Putusan Hakim No. 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl)

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 10
s.d 14 September 2018 sehubungan dengan penyelesaian penulisan skripsi tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

H.
1198803 1 025
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WAWANCARA

Gambar 2. Wawancara bersama bapak Rasyid Ridha Syahide



Gambar 3. Wawancara bersama ibu Nirwana

Gambar 4. Wawancara bersama ibu Samsidar



RIWAYAT HIDUP PENULIS

SAIRAH, lahir di Amola pada tanggal, 24 April
1995, merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Anak
dari pasangan bapak Sappe dan ibu Rahmatia. Penulis
berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini
Penulis beralamat di Amola, Kelurahan/Desa Amola,
Binuang, Kabupaten Polewali Mandar,
lawesi Barat.

ididikan penulis, yaitu pada tahun
9 Amola, dan pada tahun 2011
kemudian melanjutkan
ali dan lulus pada tahun

yang telah
am, Program
semester di
“Efektivitas
i : ma Polewali
409/Pdt.G/2017/PA.P
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